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BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 2% TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

bahwa untuk tertib administrasi, pembinaan dan pengawasan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran peraturan daerah, perlu pedoman bagi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa pelaksanaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam penegakan atas Undang-Undang yang menjadi
kewenangannya masing-masing dan pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Katingan perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah,
terpadu dan berkesinambungan;

bahwa untuk peningkatan kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dalam pelaksanaan tugasnya dan untuk melaksanakan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu
menetapkan pedoman Penyidik Pegawai Negeri di Kabupaten
Katingan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Bupati

tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara,
K_abupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang
Plsag, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ST72);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara
Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian
Khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Bentuk
Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5298);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode
Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan
Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda
Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);

14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118);

15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman
Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 101);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah
Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Katingan Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI

NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Katingan. _
Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Katingan. _
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan.
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15.

16.

17.
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Satuan Polisi l:.’among Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat
daeral.l yang dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang
oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan
suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau
tidakfnya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk
melakukan penyidikan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang
diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri
sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan yang
selanjutnya disingkat wasmatcapulbaket adalah pengawasan pengamatan,
pencarian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pelanggaran Peraturan
Daerah.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai tindak
pidana atau pelanggar hukum baik yang disebut di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah Kabupaten atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda
adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Sekretariat PPNS
adalah merupakan wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas PPNS yang berkedudukan di Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Katingan yang mana Struktur Organisasi ditetapkan
dengan Surat Keputusan Bupati Katingan.

Administrasi penyidikan adalah kegiatan penatausahaan menjamin ketertiban,
keseragaman dan kelancaran penyidikan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, meliputi Perseroan
Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara
dan/atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Kope_rasi2
Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk

badan lainnya.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG
Pasal 2

Dalam melaksanakan penegakan Perda, tugas PPNS yaitu untuk melakulfan penyidikan
terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda yang meliputi bentuk kegiatan, rencana
penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 3

Dalam melaksanakan penegakan Perda, PPNS berwenang :

a.

PRS0 A0 o

(1)
(2)
(3)
(4)

()

6)

(1)
(2)

PNS mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar
hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah
koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
Melakukan penggeledahan dan penyitaan;

Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksa
perkara;

Mengadakan penghentian penyidikan; dan

Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 4

Dalam melaksanakan penegakan Perda, Satpol PP bertindak selaku koordinator
PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat
penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS
yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.
Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh kepala
Satpol PP.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan
penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan
kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik Polisi Negara Republik
Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PPNS dapat melakukan penangkapan atau tindakan penahanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. _
Tindakan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk

waktu paling lama 1 kali 24 jam.
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3, PPNS bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP.

BAB 1II
ADMINISTRASI PENYIDIKAN PPNS
Pasal 7

(1) Bentuk kegiatan dalam proses penyidikan oleh PPNS meliputi :

a. pemberitahuan dimulainya penyidikan;
b. pemanggilan;

c. penangkapan,

d. penahanan;

e. penggeledahan;



penyitaan;
pemeriksaan;
bantuan hukum,;
penyelesaian berkas perkara;
pelimpahan perkara;
penghentian penyidikan;
administrasi penyidikan; dan
. pelimpahan penyidikan.
(2) Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan situasi
kasus yang sedang dilakukan penyidikan.
(3) Proses penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan
ketentuan tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan PPNS lainnya
yang tidak tercantum dalam surat perintah penyidikan.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

= :—‘?r;“.—'-:-"p-'u_'o =

Pasal 8

A_dministrasi penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf I,
dilakukan terhadap cara pemeriksaan cepat acara pemeriksaan cepat dan acara
pemeriksaan singkat.

Pasal 9

(1) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan tindak
pidana ringan yang perkaranya diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling
lama tiga bulan dan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah).

(2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :

Laporan Kejadian;

Surat Perintah Tugas;

Surat Perintah Penyidikan,;

Surat Panggilan;

Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Perda;

Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara;

Surat Perintah Membawa Tersangka/Saksi,

Surat Pemintaan Bantuan Kepada Polri untuk Membawa Tersangka/Saksi;

Surat Pemintaan Izin/Izin Khusus Penggeledahan Kepada Pengadilan;

Surat Laporan untuk Persetujuan Penggeledahan Kepada Pengadilan Negeri;

Surat Perintah Penggeledahan;

Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal/Tempat Tertutup lainnya;

Surat Permintaan Bantuan Penggeledahan;

Surat Permintaan Izin/lzin Khusus Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan Negeri;

Laporan untuk Mendapatkan Persetujuan Penyitaan Kepada Ketua Pengadilan

Negeri;

Surat Perintah Penyitaan,;

Berita Acaran Penyitaan;

Surat Tanda Penerimaan;

Surat Permintaan Bantuan Penyitaan;

Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti;

Berita Acara Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti;

Surat Perintah Pengembalian Benda Sitaan;

Berita Acara Pengembalian Barang Bukti;

Surat Perintah Penghentian Penyidikan;

Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan;

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan;

OBPrRTIER MO A0 TP

NeHYEgspgrpnly



Tk

aa. Surat Pengiriman Berkas Perkara;
bb. Tanda Terima Berkas Perkara;
cc. Surat Pelimpahan Penyidikan;
dd. Berita Acara Pelimpahan Penyidikan;
ee. Daftar Barang Bukti;
ff. Berita Acara Penolakan Tanda Tangan;
gg. Surat Panggilan Mengikuti Sidang;
hh. Surat Tanda Penerimaan Laporan;
ii. Daftar Isi Berkas Perkara;
1i- Daftar Saksi;
kk. Daftar Tersangka;
. Surat permintaan Bantuan Penyelidikan;
mm. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Identifikasi;
nn. Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Laboratorium;
0o. Surat Permintaan Bantuan Penangkapan;
pp. Format Buku Register;
qq. Label Barang Bukti;
rr. Format Cap/Stempel Lak;
ss. Format Putusan.
(3) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS
sesuai dengan kebutuhan.
(4) Format administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum
dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

(1) Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, merupakan
pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Administrasi penyidikan acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan
oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV
TATA KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PPNS
Bagian Kesatu
Tata Kerja
Pasal 11

(1) Hubungan PPNS dengan PPNS lainnya di dalam pelaksaan tugasnya :
a. Mampu berkerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya serta instansi terkait;
b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
c. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
d. Mentaati dan menjalankan perintah atasan.
(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:
a. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya serta instansi terkait;
b. Menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan
c. Bersikap independen dalam melaksanakan penyelidikan

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas PPNS berpedoman pada Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku. o
(2) Dalam melaksanakan tugas PPNS di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik

Kepolisian Republik Indonesia.
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Bagian Kedua
Pelaksanaan Tugas PPNS
Pasal 13

(1) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundangan dengan
penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

(2) PP_NS_ dala.m melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
prinsip-prinsip :

a.

b.

C.

d.

Ix}_tegritas yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani,
bijaksana dan bertanggung jawab;

Kpmpentensi yaitu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang
dlp-e-rlukan dalam melaksanakan tugasnya;

Objektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakkan dalam melaksanakan
tugasnya; dan

Indepensi yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak
manapun.

(3) PPNS _c_ialam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

BAB V
SEKRETARIAT PPNS
Pasal 14

Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang yang berada pada saat Satpol PP dan perangkat
daerah lainnya, perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP.

a.

Pasal 15
(1) Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota di bentuk dengan susunan keanggotaan :
Pembina : Bupati/Wali Kota;
. Pengarah : Sekretaris Daerah;
Ketua : Kepala Satpol PP;
Sekretaris : Sekretaris Satpol PP;
. Koordinator Operasional : Kepala Bidang yang membidangi Penegakan

b
&
d.
e

e

. Anggota

Peraturan Perundang-undangan Daerah atau
sebutan lainnya pada Satpol PP;
Koordinator teknis penyidikan : Kasubbid Penegakan Perda Satpol PP;
: 1. Kepala Perangkat Daerah terkait Penegakan
Perda dan Undang-Undang sesuai dengan
kebutuhan;
2. Kepala Bagian Hukum; dan
3. PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota.

(2) Pembentukan Sekretariat PPNS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas,
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Sekretariat PPNS mempunyai tugas :

a.

melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pada kegiatan
penyelidikan, operasional penyidikan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, dan Keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

melakukan pendataan PPNS;

menyusun pedoman operasional penyelidikan, teknis penyelidikan dan

administrasi penyelidikan bagi PPNS;

¥
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g.
h.

9.

memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam menyusun Peraturan
Daerah terkait dengan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati serta Peraturan lainnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait kebutuhan PPNS di Daerah
berdasarkan luas daerah, tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk;
melakukan koordinasi dengan Instansi Penegak Hukum lainnya;

memfasilitasi administrasi PPNS; dan

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati
dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.

(2) Sekretariat PPNS mempunyai fungsi :

a.

Perencanaan :
1) Menyusun program pelaksanaan penegakan peraturan perundang-
undangan;

2) Menyusun bahan kebijakan penegakan peraturan perundang-undangan;

3) Menyusun jadwal pertemuan berkala evaluasi kinerja PPNS di daerah;

4) Menyusun rencana monitoring pelaksanaan peratuaran perundang-
undangan;

5) Menyusun rencana evaluasi pelanggaran peraturan perundang-undangan;

6) Menyusun rencana pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran
peraturan perundang-undangan; dan

7) Menyusun jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan atas
pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pengorganisasian :

1) Mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,
Pengadilan, PPNS dan Aparatur Pemerintah lainnya;

2) Mengakomodir pengaduan masyarakat terkait pelanggaran peraturan
perundang-undangan di daerah; dan

3) Mengendalikan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan :

1) Memberikan bantuan penyidikan atas tindakan pelanggaran peraturan
perundang-undangan,;

2) Memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan tugas penyidikan;

3) Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur PPNS di daerah;

4) Memberikan saran, masukan dan tanggapan kepada Bupati terkait dengan
proses penyidikan oleh PPNS di daerah;

5) Memfasillitasi operasional penegakan peraturan perundang-undangan di daerah;

6) Memfasilitasi penyelesaian administrasi penyidikan sampai proses
persidangan.

Pengawasan :

1) Melakukan pengawasan proses penyidikan; dan

2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-
undangan di daerah,;

Evaluasi :

1) Memberikan laporan kepada Bupati;

2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan peraturan perundang-
undangan di daerah;

3) Sekretariat PPNS mempunyai wewenang :

. Menugaskan PPNS dalam proses penyidikan;

. Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan;

. Menyelenggarakan gelar perkara;

. Menyelenggarakan kerjasama dengan pihak terkait guna kelancaran

penyidikan; _

. Melakukan pembinaan profesi, mental dan kepribadian PPNS di daerah;

Melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS di daerah; dan

. Melakukan pengendalian tugas PPNS di daerah.

o oe

m S

vl
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BAB VI
MUTASI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
Pasal 17

Mutasi Pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi :

a.
b.

C.

d.

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

(1)

)

(3)

(4)

(1)

Perubahan struktur organisasi perangkat daerah;

Mutasi Pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang lain;

Mutasi Pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam lingkungan pemerintah daerah
yang dasar hukum kewenangannya berbeda; dan

Mutasi jabatan dan wilayah kerja Pejabat PPNS, yang dasar hukum kewenangannya
sama.

Pasal 18

Kepala Daerah da}pat melakukan mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17, untuk jangka waktu paling sedikit S (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sebagai pejabat PPNS.

Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku terhadap Pejabat
PPNS yang dipromosikan.

BAB VII
POLA KERJA
Pasal 19

Sekretariat PPNS menerima laporan masyarakat melalui kontak pengaduan, Surat
Elektronik atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan
penyortiran atas laporan tersebut, mana yang menjadi kewenangan Sekretariat PPNS
dan layak untuk diteruskan ke proses penyelidikan dan penyidikan.

Laporan yang dipandang layak untuk ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) oleh ketua disampaikan kepada pembina beserta dengan rencana proses
penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan arahan dan/atau petunjuk dari pembina maka ketua memerintahkan
kepada PPNS yang mengawal Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Pasal 20

Sekretariat PPNS melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan keputusan Bupati serta
Peraturan lainnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pengkajian yang mendalam oleh Sekretariat PPNS terhadap pelanggaran mana saja
yang layak untuk ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Hasil kajian oleh pihak PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua
disampaikan kepada Pembina beserta dengan rencana proses penyelidikan dan
penyidikan.

Berdasarkan arahan dan/atau petunjuk dari Pembina maka Ketua memerintahkan
PPNS yang mengawal Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati untuk melakukan

penyelidikan dan penyidikan.

BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASIONAL PPNS
Pasal 21

Pelaksanaan operasional penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan
daerah oleh PPNS dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS pada Satpol PP.
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(2) PPNS dalam melaksanakan tugasnya mentaati peraturan perundang-undangan
dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.

(3) Pelaksanaan operasional PPNS meliputi :
a. Persiapan, rencana dan kegiatan penyidikan;
b. Pelaksanaan kegiatan operasi dan administrasi penyidikan;
c. Penindakan, berupa pemanggilan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara;

(4) PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) wajib bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik.

Pasal 22

Pelaksanaan operasional PPNS sebagaimana dimaksud Pasal 21 dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan oprasional PPNS berlaku bagi
pelaksanaan operasi, penyidikan maupun penuntutan oleh PPNS.

BAB IX
HUBUNGAN KERJA PPNS
Pasal 23

(1) Hubungan kerja PPNS dengan PPNS lainnya dalam pelaksanaan tugasnya :
a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS lainnya dan Instansi terkait;
b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan;
c. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku; dan
d. mentaati dan menjalankan perintah atasan.
(2) Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib :
a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
c. bersikap independen dalam melaksanakan penyidikan.

BAB X
PEMBINAAN PPNS
Pasal 24

(1) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan Pembinaan PPNS di daerah
kabupaten/kota.

(2) Bupati melaksanakan pembinaan PPNS di daerah kabupaten.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam bentuk antara
lain fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan.

BAB X1
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 25

Gubernur sebagai wakil pemerinttah pusat melakukan monitoring dan evaluasi PPNS di
daerah kabupaten/kota.

BAB XII
PENGADUAN
Pasal 26

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh PPNS tgrhadap
kode etik ini disampaikan kepada Inspektorat dan Tim Kehormatan Kode Etik.

(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dala'm ayat (1) harus
didukung dengan data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Pengadu harus mencantumkan Identitas yang jelas dan lengkap

Oy
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BAB XIII
SANKSI
Pasal 27

PPNS yang di dalam melaksanakan tugasnya melanggar kode etik dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan  perundang-undangan, setelah mempertimbangkan
Rekomendasi Tim Kehormatan Kode Etik.

BAB XIV
PAKAIAN DAN ATRIBUT
Pasal 28

(1) D_a.lam mt_alaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
dllengkapl pakaian atribut PPNS.

(2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai identitas,
keseragaman dan estetika.

Pasal 29

(1) Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas :
a. pakaian dinas PPNS pria; dan
b. pakaian dinas PPNS wanita.
(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan spesifikasi:
a. warna : kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
b. jenis bahan: drill atau 100% cotton.
(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas :
a. pakaian dinas PPNS pria meliputi :
1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju
dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan
sepatu hitam.
b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi :
1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup kanan kiri atas, baju
dikeluarkan, celana panjang hitam dan sepatu hitam; dan
2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana panjang hitam dan
sepatu hitam.
(4) Pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(5) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 1 dan huruf b
angka 1, digunakan untuk kegiatan pada saat pemeriksaan.
(6) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a angka 2 dan huruf b
angka 2, digunakan untuk kegiatan pada saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 30

(1) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf
a angka 1 dan huruf b angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS,
tulisan dan badge pemerintah daerah dan lambang instansi.

(2) Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf
a angka 2 dan huruf b angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan PPNS.

Pasal 31
Model Pakaian Dinas dan atribut PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal

29, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

%
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BAB XV
PENDANAAN
Pasal 32

(1) Anggaran operasional Sekretariat PPNS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Katingan.

(2) Anggaran operasional PPNS dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Katingan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah Terkait.

(3) Kepada PPNS dan petugas Administrasi PPNS diberikan Insentif keahlian, yang
besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor
60 Tahun 2018 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Katingan
(Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 455) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 34
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katings
Di tetapkan dif Kasongan

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 20 SLItUNIC 2628

TAHUN 2025 NOMOR €49



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR 2% TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ADMINISTRASI PENYIDIKAN ACARA PEMERIKSAAN CEPAT

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomors LK. .o s vsamsmvasenessnms
PELAPOR
1. Nama § v Y YT AR AR A R R AR A R AT IS RS R
2. Tempat/tanggal lahir G Y R B LSS SRS S A SRR RS SN PR S R S
3. Umur/Jenis Kelamin. | .cocsoumomvmamsmrmees Tahun, Lakilaki/Perempuan
4. Agama O U
5. Kewarganegaraan § emvensrenemenn oo enpans sy e a e sh o AN D R RS R RO EYT R
6. Pekerjaan S e mnenne K A R R e w6 L RS SR RS R RAERRTRORERRSRRS
7. Alamat f e s A R RS s s s SR SRR R I EE TR
8. Telp/HP § mesvesmsanssmensmne vansnnsssshan i se TR SERVEEE SRR SRR R SRR
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian y BRATL sonanenen , tanggal ....... balan ... taban 20 .o
Pukal ssesiss WIB
2. Tempat Kejadian = == = @ cciimeisiiiioeammesisie seassiostas s sisarose s e veiasoas
3. Apa Yang Terjadi = ©  ceoiroimeiimiimmerimiiiiime s s s e s
melanggar Pasal ..... Peraturan: Daeral .....qweoevevnnes
Nomor ..... Tahun ....... R conmvnmnenmnemosmensoscnsmsss
4. Pelaku/Tersangka ¢ MBEIR o oppeqgrasammamscm———— , Tempat/tanggal
172147 1 OO Jenis Kelamin ............. ,
AGATIR vussvimsrssrsesmvanas , Kewarganegaraan ................. ,
Pekenjaam ... c.cevronvassense , Alamat tempat tinggal ........
.............................................. ABIBLEE o coamammamnmonns
5. Modus Operandi S s A R R R RS D R A SIS B AR A A S
6. Saksi-Saksi 1 L sermiuressira e s e G A SRR RS SRS TR
e h e Y YR AR SR SR 8 S s $A O STAEE
7. Barang BUuKti 1 e
URAIAN SINGKAT KEJADIAN: L. ittuuetniarerinnsans ittt asii s sainaa
TINDAKAN YANG DIAMBIL: ...cucotutersocetiencisesissrmonsassssmasssssnesstasssrersnorsissmesssaiosssarns

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ...........ccoeevieeninnnnn. pada tanggal ......... bulan ....... tahun .......

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

------------------------------------------------------

Pelapor,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-------------------------------------------------




-15-

FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH
e —
PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN
h, (37175 o) B O e
PELAPOR
1. Nama oot e R LA A A KA RN SRR
2. Tempat/ tanggal lahir A RS A S AR RS S
3. Umur/Jenis Kelamin D AR R R Tahun, Lakilaki/Perempuan
4 Agama R SN T SR R N AT USSR s
5. Kewarganegaraan - U UL Y
6. Pekerjaan A S A A S S S A
7. Alamat B bk 0 S R AR VRS A R R AR
8. Telp/HP R R Y A YR S PSR R R Y
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian 2 - | R , tanggal ....... bulan ..o tahun 20 .......
Pakial ..vivees WIB
2. Tempat Kejadian A R P TR R AR SN S SR YRS
3. Apa Yang Terjadi i RS A A A S A S SRS BT RS SI N T
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah ........scvvivesiens
Nomor ..... Tahun ....... YERILAIYE «ovnn v nnnnns i BWAHT AR A9
4, Pelaku/Tersangka  NAIA, iwwnmmsanss memsvarsmromsrssrerms , Tempat/tanggal
721511 ol OO Jenis Kelamin ............. :
AGATIA .ccivsnsvwrnssvmnneans , Kewarganegaraan ................. ,
Pekerjaan ..........cooeevvenne , Alamat tempat tinggal ........
.............................................. Telp/HP ...oovvvvveeeecnnnne
5. Modus Operandi § ppue e AR S TR R AR ARSI S VN SRR
6. Saksi-Saksi D U TR
T T SR RmeR e
7. Barang Bukti b Y R R SN R S S A S SO SR SN
URAIAN SINGKAT KEJADIAN: ..\uueieereeemmmnssiiseenmtesmmmmiimssamsmarmssemeisossstiimmisinsesminsiases
TINDAKAN YANG DIAMBIL: ©..oviiviineitrininerineereitinisnine s s ernisesis s
Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di........ccovvrrnnnenennin pada tanggal ......... bulan ........ tahun .......
Mengetahui Pelapor,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vad
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2. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH
e e L e e e e e e 1P S T S e e

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOE: cnvspicommsmessssinisismgs

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas ..........ccccoeevieniiiennnnn.
............... , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal ....ox. Peraturats Dacrall . usswsvssvarsorssssnssanssisorss s svismss
NOMOT s TAMXN. voos COMBANE vonsavsmsnmvasammemmsmsssssamsmssvsnsse

Kepada : 1. Nama T
Patigaty/NIP . ccssomvensveviseis s vomnemssmnessaiioss oy v v i

Jabatan § e A R NSV SR SR S Y S SO RN

2. Nama e R S G RSB SR S SRR R

Pan@Rat/HIP § o ssammmminvin s oseeseomos e s am e omes s sy

Jabatan T T ——

3. Nama RS R S S P Y N S PR S T S e

PangRAtINIP : ioesiocsnvsrossssinsmsismmasmssssstss saosaispussseveys s mmrss

Jabatan L S S S S A OV S O N A e

Untuk : 1. Untuk melaksanakan tIEAS ....ieieesvivassrsmsensisimmrsssrosmsssrnmie i

----------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal ...............coooiiiiiiinnn
sampai dengan selesai.

3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggung jawab dan
melaporkan hasilnya.

Selesai.

Dikeluarkan di @ .coieerisievimsmsonommmmmennes
pada tanggal QP

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

--------------------------------------------

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP .,
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

Sof
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3. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

R e e . T e e e e e e,

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
L [0)1170) SRR

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang.....
............................. , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
Pasal ....... Peraturan Daerah ............ccoooviriiiiniiiiiinon e,
Nomor .... Tahun ...... TeNtang .......coooeeiiiiiiii
Laporan kejadian Nomor ............. tanggal .........cocoeviiiinnnnnn

DIPERINTAHKAN

Nama U S o

PangEat/NIP | ..o mmemsreomn s assasasis sasssnminnnid s s65553
Jabatan R R RS AR A S S SRR SR s e SRR TR

Nama R G B R W A TN AR S SRS S A T
PangKat/NIP : ....ccccosimmemoisneinmmomersersosonenssenmmmionsssssosnessssonsons
Jabatan O e S R RN RS SRS SRR S e
Nama AR AR A A R AR SRR s s A

Pangkat/NIP : .....ccccvivenremnimmremmiiienii s
Jabatan OO S ——

Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah........
............. Nomor ... Tahun .... tentang .........cccooevvvieiiniionnnienen,
Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.

Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pada kesempatan pertama kepada ..........c.ccooet
Surat Perintah Penyidikan ini berlaku sejak tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di : ......cooovvvvvieeiniiiinnnnnnee.
pada tanggal ...

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

-----------------------------------------------------

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP

3. Nama / NIP

------------------------
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4. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH
B
PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN
|\ [0 11 Lo ) (SR

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan

tindak pidana di bidang .......................... , perlu memanggil seseorang
untuk didengar keterangannya.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2)

dan Pasal 113 KUHAP;
2; Pasal ... Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun ..... tentang ...........
3. Laporan kejadian Nomor ..o HEAGGAL .. oo sors o sossr
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal .................coooeee.
MEMANGGIL

Nama TR ———
Tempat/tanggal lahir : ..........cooiiiiiiiiii
Jenis Kelamin S R R S RS ST S e
Agama B RN o G b B A S SV SR S K e
Pekerjaan o A AR A B B R B SIS
Alamat tinggal L e P

Untuk : Menghadap kepada ..........ccccoevenenienns selaku PPNS, di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja s sasimssvusseamisraresvevsae , hari....... tanggal ......
bulan ....... tahun ....... BEBTRL oot mcnsercussensens untuk didengar keterangan
sebagai saksi/tersangka dalam perkara tindak pidana .......................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daerah Nomor .....
Tahom ..o TEMEBAIIR v vsrvvssvswnsvinannswansssms st ounassms omasn s ssmssss s w e sse

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
T TR ————
Tembusan:
1. Kapolresta .............. (hijau)

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)

Pada hari ini .......c..ocoue tanggal ...... bulan ..o tahun ....... PR venivaicsinii WIB,
1 (satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:

Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil
menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN:

Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada ..............ccccoooreeeenn
No Hari Tanggal Pukul Tanda Tangan
Yang diperiksa Penyidik
L.
Dst.
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9. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN

DAERAH
KOP DAERAH
e ————————
PRO JUSTITI

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR: ....../BAPPPD/....../20.......

---- PADA HARI INI . ... TANGGAL ....... BULAN ........... TAHUN .. . PUKUL .........
B s e fisimaniass ona SAYA ----- e ey m— PANGKAT/GOL
NIP ..., . JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR . R RN SSRGS SV
BERDASARKAN SKEP MENTERI HUKUM DAN HAM RI NOMOR ’I‘ELAH
MELAKUKAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR ... ... TAHUN .......
TENTANG .. v ieevee i see e e . YANG TERJADI PADA HARI ... ............ TANGGAL .........
BULAN .. TAHUN ........
TERSANGKA PASAL YANG DILANGGAR JENIS PELANGGARAN
TEMPAT LAHIR B sascuwasm e s st i
TGL LAHIR/UMUR ¢ iiines svvaws cusnin svwmsvmmavwans
AGAMA :
PEKERJAAN
KEBANGSAAN
JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN
ALAMAT T G G G TR R

SAKSI-SAKS]
1. NAMA i s e e s 2y NOMA

TEMPAT LAHIR @ ... . TEMPAT LAHIR : ..covmmmvnsmamvaiie o
TGL LHRJUMUR : ... i e TGL LHRSUMUR ! suvsisaivuom o o
AGAMA R AGAMA :

JENIS KELAMIN : ... i i JENIS KELAMIN : ..ot
PENDIDIKAN . PENDIDIKAN

ALAMAT T T m— ALAMAT

TANDA TANGAN : TANDA TANGAN : ..o
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI sisivvmii i v
PADA TANGGAL ............ BULAN ........coceen. TAHUN ..., JAM
DIKELUARKAN DI
PADA TANGGAL

SETELAH BERITA ACARA PEMER[KSAAN PEIANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI
DIBUAT, KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG
DIPERIKSA JUGA IKUT MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA
MAKA UNTUK MENGUATKAN, TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INIL

TERSANGEKA BARANG BUKTI YANG DISITA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres

Lembar kuning untuk PPNS

lembar merah untuk arsip
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6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

---Pada hari ini, ............ tanggal....siseeees bulan ... tahun 20........ Pukul ..........
T = T LTI P ity
Pangkat/Golongan .............cccovivuns NIP cooiiiiiiiiiiiniiinnnnnninnens , Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama—sama dengan : -----=~-=-=------
---1. Nama 2 snmmnan s smemm i AN JADAYA Y s vusimsmeinnsasssisnsiny

Pangkat/Golongan/NIP : .......ccocorieiesvaissisiisensmnseniinsionsionisarssisssmessssisessiserssnionisss
---2. Nama R ST SR JADACATY: .o s vovssmusronssvessavsine va

Pangkat/Golongan/NIP U ...cciosesscisimssmenssomitrnsssrmsrsssvessouseswe susses o s suos susmeonsossvns
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : ---------==--=--=-c-oeomoemcmooooooooo-
1. Laporan Kejadian Nomor : ............ tanggal ........oocoviiii
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............... tanggal ........ovvvvieviiriiii
Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa ...................
................................. i
Untuk melakukan tindakan sebagai berikut : ---------=--==mmmmmmmmmm oo
1. Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
2. Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.
3. Melakukan Kkegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta

mengumpulkan Barang Bukt.
Mengambil dan membawa Barang Bukti.
Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

i

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah :
INBIBBR =~ 7 e omi o om0 S ek A B S

Tempat/tgl Iahir & .o e
GG L2 D gz 1 0 TGt o2z 1 = 1 o S
Agama PR I S M e RO e R S S P L R S
Pekerjaan B e VA SRR R S SRR B TSR TR SN DS SR TR SR e
AIBE =~ 2 s iR e SRR SRR RS GRS RSN 3T S Y TS SRS
Dengan disaksikan oleh -----------------------------------------------------------------------

1. Nama B i R b B AR W S O R N S S
Pekerjaan RS RR PP R——
Alamat D e Y 0 88D B AR D 00800 AR AL A 0 0 AT AR BN

2. Nama Z} moamisrnmamsnmmams smsabmnsdinmn s me e AV i 8 v Rt R S5 A R AR B B THn BRI 8
Pekerjaan S R S R T S S S R S AN R SR
Alamat B T

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya atas

kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .............coceevivnnn

pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun ................========mmmm oo oo

Yang memeriksa TKP

Pemilik/penghuni rumah/bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Saksi-Saksi
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7. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

Nomor: SPbawa/....../...... /20....

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
di bidang .......cccoovvvvriiinnnninnnn untuk dilakukan pemeriksaan, perlu
melakukan tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi
karena tidak memenuhi panggilan penyidik tanpa alasan yang sah,
untuk itu dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP,;
2. Surat Panggilan Nomor ............... tangeal ... ;
3. Surat Panggilan Kedua Nomor ............... tanggal ............... -
DIPERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama A S R T R RS S SRR S R
Parpgkat/NIP ;i suvssusssimmmsismsseiss s s tse s
Jabatan S
2. Nama G R AR TR R AT S AR S S e
PangKat/NIP  © ....occcoiuimieariaeaueieenieeeineiesaeeneesseene e e s sne e
Jabatan U U ———
3. Nama L, smsssmansmmmn AR e S K S R
PanghalliiiE & cuouussur i oS e N AT
Jabatan B e R O RN S BV SR R SR S P
Untuk : 1. Membawa Tersangka/ Sakm
NEliiE @000 # e e e G s TR
Tempat/Tanggal Lahjr ..........................................................
Jenis Kelamin S R RN S SRR A F RN R PRy
Kewarganegaraan O
Agama R Py
Pekerjaan R S R
Alamst === 000 ¥ ssneseisrsenmnmesiiesss e s s v
Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam
perkara di bidang............ccccoviiiviniiiii e sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ............ Peraturan Daerah ............c...coeeine.
..................... NOIOL .vussensvsoss DRI susssensrsevsesses ORI sucnveisn
2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita

Acara membawa Tersangka/Saksi.

Dikeluarkan di T
pada tanggal ¥ SRR AR
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

----------------------------------------------------

Yang Menerima Perintah :

------------------------

------------------------

------------------------
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8. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK
MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA

Nomor S ———

KIasifiKasi : ....cc.iosensssiissosssnmmsnsassssnansssss

LEMmMPITan & cossvivssovs avams s smsissssinis

Perihal : Permintaan Bantuan Kepada :
Membawa Saksi/Tersangka Yth. Kepala Kepolisian Resort ............
P T . di -

---------------------------------------

L o L T L Ly e
1. Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;
b. Pasal .... Peraturan Daerah ..........c.cccovivinvininiinnininnin, Nomor ...... Tahun ......
TEMEBNUG oo cumnmmnnsomunmenviwrns fosme e wese s Foms o oo s o ¥ B A e S AN o A S A 8 S L SR SRS
c. Laporan Kejadian Nomor ......... tanggal ... viiemsvsioaen e

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada ka
bahwa telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidak
memenuhi panggilan peny1d1k tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/ Saksi:

Nama TR —
Tempat/Tanggal Lahir : .....ccooiiiiiiiiin s
Jenis Kelamin T —
Kewarganegaraan B NN S A R L PR SN YR SRR PR
Agama § Eee NS AeREeLSASRTE S NS PN NP RSN OSESP LRSS RN SO AN N RS
Pekerjaan D SR S S VR T SR N B SRS R GRS
AIIMEL 0§ crissseveme e e b i e o s s e S S s
Dalam perkara tindak p1dana di bidang........ccccccviieiiiniiiiiiiniin, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah .........coocevvviienivnciiiniccniineinecnnnnnes
Nomor........... Tahun........ ETHATIE wvimornamosmersns oo s A AR v OSSR OH

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut
diminta kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa
membawa dan menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Laporan Kejadian,
c. Surat Panggilan pertama; dan
d. Surat Panggilan kedua.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
NIP, coiomsisvssssvasnmressnmssesgoasenivivass e
Tembusan
L esseessves s e ievesss
37, A —

< _
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9. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADA
PENGADILAN

A (5350 Loy oS
KlasifiKasi : ...ccoovvevvinernirernannrenrenineenss
LAMIPITEEL. | ciissrnvismsmasissmstansainmemss
Perihal : Permintaan Izin/Izin Kepada:
Khusus Penggeledahan. Yth. Ketua Pengadilan Negeri .........
di -
1. Dasar:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36 KUHAP;

b. Pasal ... Peraturan Daerah .........icovriveomsivariaveniovionsossnss Nomor ...... Tahun .......
L1 ¢ 12 1 0 < T P P P TPy

c. Laporan Kejadian Nomor ............. INERAL issmissasmrins

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. tEOERAL Jconmmaisisssssariey

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk
kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:

Nama =t
Tempat/Tanggal Lallir  : .....ooooviriiiiiiii e
Jenis Kelamin T mn——
Kewarganegaraan G TSR R SR TS S e SR T PSS SR OV RSE VR Y S e
Agama O OO PO OSSO
Pekerjaan M e

PN 7T 1 o /- ST . L L
diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat
tempat tertutup lainnya yang terletak di ...........ccooiiiiinn diduga sebagai
tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang ..............ccceveiiiini
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ..........ccoveeieeicminiieninies.
Nomor ...... Tahun .......... TEOBATAR oo sissosimmsonsunmssnn ssenmomn i yesve st vssn b esmumanan

3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
a. Laporan Kejadian ; dan
b. Surat Perintah Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yang
dimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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10. FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
KEPADA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

NOIMOL 3 sivsevsemssmsnmmusvsmvosmensrmsernenn
Klasifikasi : ....cccoovveviimireiiiiiniiiiinnnnn.
LEHPIEATL. £ conenrernsmrsensnesaissimavaiammasmvess
Perihal : Laporan Untuk Mendapatkan Kepada:
Persetujuan Penggeledahan. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ........
di -
1. Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHAP;
b. Pasal ... Peraturan Daerah ...............ccoeviiiniiinnnnn Nomor ...... Tabum oevives
"TEDIBATRG, svvavoivvinmununsns siisnsevassassoanyssverausnvs s iomne R LSTRRS P oRe VAT SRS PP SEoRievievsan
c. Laporan Kejadian Nomor ................ tangal coommresusnssssaives
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ................ ENEPAL = oiasineemnevarnine

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
berdasarkan hasil pcmenksaan terhadap tersangka atas nama:

Nama e e
Tempat/Tanggal Lalir  : .....cocovvviiiirmiiimmmi e e
Jenis Kelamin PO USSR
Kewarganegaraan ORI S 1= 5 o =y s
Agama § o i R R R SRR A B AP O S s oS P 3 O SN ST S AU R A
Pekerjaan A NI M e A A
Bl ] s s s s i smsld
didapat bukti permu]aan yang cukup diduga keras telah melakukan tindak
PIAANE .ovvcccicrommiarormnsnoscora A coovivsssmmmmisresmisemsnsnaone pada tanggal ..vssssnsessmsiss
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ...........coocvvvimneevinnninnnn
Nomor ...... Tahun ........ 15151+ -5 1 PR R —

3. Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan
hukum berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/
tempat lainnya yang digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.

4. Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat
Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:
a. Laporan Kejadian;
b. Surat Perintah Penyidikan;
c. Surat Perintah Penggeledahan; dan
d. Berita Acara Penggeledahan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

-----------------------------------------------------------------------------------------------
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11. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang
.................................................................. oleh PPNS diperlukan
tindakan penggeledaban ....cocoosonmissmusnssismvosimissimsasiisse ;
maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal
35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126
dan Pasal 127 KUHAP;

2. Pasal ........ Peraturan Daeraht ..cuvsmssmsvsvissnmssssasssssssssss
Nomor ....... Tahun ...... entang .......coccoevviiiiinii :

3. Laporan Kejadian Nomor ........ ANEEAL oo oiivsasiisssesing s

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........ tanggal ...................

DIPERINTAHKAN

Kepada : I.Nama b AR A A SRR T e

Panpkat/Gol/NIp : coemssmmmusnwessmsnneamsaisss o

Jabatan TR

2 Nama U

Pangkat/Gol/Nip T —

Jabatan AR N RN AR A YR BRSPS
Untuk : 1. Melakukan penggeledaban ........caossasaommimeomes di
................................ yang diduga sebagai tempat kejadian

perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya
barang-barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak

PIdana ......oooiiviiiiiii s yang terjadi pada
tanggal ............. i conscnsimmmnsisssges sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ............. Peraturan Daerah ............ccccoiviiinininnnn.
................. NOOT sssvese TARUNL: ioiaess, TEIBADE ooviisiissmmssmeonissusass
..................................... atas nama tersangka ..............ceeininn

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan
dan atau penyitaan

3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat
Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai

Dikeluarkan di  : ....oovvivvriviiiiiinieenanns
pada tanggal .

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

--------------------------------------------------------
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12. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT
TERTUTUP LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini ......... tanggal ............... 1017 v’ RMREEEERREE, tahun 20 ........ Pukul ......... Wib.
L Pangkat / Golongan ......cusseemsesirecssees
1, | | RN ————— , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor
tersebut diatas bersama-sama dengamn : ---------== === s e
1 Nama R A en——————
Jabatan R ——
Pangkat / Golongan / NIP B possmamasassssmss sameamsasss ey s S i AN S AR
2 Nama R T s
Jabatan I —
Pangkat / Golongan / NIP § R S A Y S G S R
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : ----------====cmmoommommemaemoeeoo-
1 Laporan Kejadian Nomor .................. PENPRAL jswssmsvsevsrsunmenis
2  Surat Perintah Penyidikan Nomor ..............ee. tanggal ..o
3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri ...........ooceevvennn.
Nomor .......... tanggal ............... (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN
terlebih dahulu).
4 Surat Perintah Penggeledahan Nomor ........... AngEal ..o v sssevereyes
Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/ tempat tertutup
IBIRNYa. [ v svivscen 6 5 dengan / tanpa izin tersangka
/ penghuni rumah / .........oooeiiiiiennnn } § mememmmcceemcemee e s m e e e e e oo mm ce e -
Nama T RERT R ————
Tempat / TELLANIE |  .cocviimmiririsr s ssranssssasesarrsans sassssensrssnsorsasions
Jenis kelamin § perememasmre e R R S R G e R S AR SR
Kewarganegaraall @ ...cceoceerereriiininsseismees e
Agama L T T mRm————
Pekerjaan B N R R S YA PR SRR S SSRTIED
Alamat D e R Y e L R SR AR e R AN SR R
Dengan disaksikan oleh ----------------------------------------------------------------------
1. Nama D e B R R SRR D A S B R Y R
Pekerjaan B asmnemmmeommnmasensmmrnsnnnmms s S e B SO AT RS SRR Y 1
Alamat o
2. Nama A AR RN A S N A BN
Pekerjaan e s A s smaam s ms A A S N SO RS
Alamat QAU g = §52, 3 S S o
Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya @ ...
.......................................................................................... Setelah dijelaskan dan

ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah / bangunan serta
yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan bersama-
sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara

Penggeledahan dengan hasil / dittmukan berupa : -------



T~
B A R R N S N R S Y B A S R N e e ST
G T L R T e
B s s S e R S SR e v s S e S U TR e S S e S T ST S s S S S e e e BN
------- Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..........cccoceviiiinen.
.......................... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .........----
Tersangka / penghuni rumah / Yang melakukan penggeledahan
bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
"""" NIP.
Saksi-saksi
T
By memenmen e i s e e s e
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13. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor U S0 R Kepada
Klasifikasi @ .....ccoceviiiininnnn. Yth. Kepala Kepolisian Resort ............
LAMPITARL T somowessosesiBeen i esdies i sy e e s s
Perihal : Permintaan bantuan s i T —

Penggeledahan

Dasar :
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b Pasal ...... Peratoran Daerall .. smimsssiosssusssisingen Nomor .... Tahun .......
1110 ;

¢ Laporan Kejadian Nomor ........... tanggal .....cvvirisensrosine ;

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal ............ocoevenn

Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil
pemeriksaan tcrhadap perkara Tersangka :

Nama T Ap A ——
Tempat/Tgllahir ¢ conaascemmemr o e ssrveor s s s s o
Jenis kelamin B R BB R BT AT B TR R AR YR R AR
Kewarganegaraar | .......cccccevevininiiirriinerniia e se s s e a e
Agama D A AR TSRS s AR TR AR BT RN
Pekerjaan R R S S A RN SR S SO RS
Alamat S R A R A SR S A T TS
Diduga telah melakukan tindak pidana .............cccccciininn, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerall ... ooy oo
Nomor ...... Tahun ...... 173 5 17 o 7=
Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa
Penggeledahan terhadap :

Bl i v a8 AR a0 I B e 6 e A T e e e

0 1t A A B O R R A KA NS

Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian
| 2-To ) o AP guna melakukan penggeledahan dan
sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

a. Laporan Kejadian

b. Surat Perintah Penyidikan

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
T T,
Tembusan

.....................
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14. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA
KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor S ——— Kepada
Klasifikasi @ .....ccocevviininnne. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ................
VARIDITRIL, | onmwommpmsmmssumans veesessss o s s s o s e s s e s anves
Perihal : Permintaan izin/izin 6 & T
Khusus penyitaan
1. Dasar :
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat
(1) KUHAP;
b. Pasal ...... Peraturan Daerall c..ovssssesssemsmsavesrassnmamoss Nomor ..... Tahun .....
MCIABBINE v s s 555 S5 0 o e s RSV BTN O A A VA AT KA SUT U SN ;
c. Laporan Kejadian Nomor ........ TEREEAL .. oo cromsnmmeonenron ;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanEERl e s
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi .......cccooovvveiiivirinnnninnnn.
atau penggeledahan ...........c.oceviviiiiiinniiiieeeni e, atau ditemukan langsung oleh
petugas. / petWidike i snsimnassavsannisans s terdapat benda / barang yang diduga
ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang .....................co
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerah ............ccocvvivininiiannnn
Nomor ..... Tahun .......... TETICATEY oo ssnwmmnsrmonsnimamnnio ibb G4 TE NSRRI RS A R ARTROR TSRS
yvang teqjadidi .......ccoovvvniiniininniininnn, pada tanggal ...........cccoeriennnens atas nama
PErSanN@RA ,.coniismeonsmsmreivevsiosiin s , berupa :
T U —
Bl amanmuarar svnns vuremsmmsnann s seenanss xoe e xasanenssneneannmmnsy ami g4 s S HN ST IR BRI RN AR
By o mmmamamamms s me e e S SR R AT A R A A A R S TR S S S S VR TR S
i wuss v ena e e A SR T S O R SN S VB S B YR N e

Untuk kepentingan penyidikan dlperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-
benda tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

NAMA = sieesssassenisiesissnsesssiisintinsresasasitvssuvssessisiersssanessiasinersisiionsnes
Tempat / TELIANIT .coiscnnmssivermansimsieisnibsssososevassisssseseins ssessnansssssisasvessssssorers
Jenis Kelamin B o i R R SR R R R R SRR SR SN
Kewarganegaraam ! ....cueeesersisrrrmmereessieisstsostiorsessnsensnsnstiossnssissssstererssonsseses
Agama L I T e
Pekerjaan AR R A A B S s SO A S AR A b
Alamat - O UES———

4, Guna Kkepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan
menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
T S NIP. vvvvooovvvreeesssesereressenerennes
Tembusan
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15. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAAN
KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor I F e Kepada :
Klasifikasi @ ...occviiiiniiiinen. Yth. Ketua Pengadilan Negeri ......c.........
Lampiran O P P O S M
Perihal :  Laporan untuk AL maiveeyivisiee vy BeEeyy ey T
Mendapatkan persetujuan
Penyitaan

1. Dasar 3
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan
Pasal 42 KUHAP;
b. Pasal. ....... Peraturan Daerah ......c.ccviiiiiiieiiniiiaiiiiiiiiiinsnnaes. Nomor ...... Tahun
........ TEIIEATIE - ovvrirennninarioaitosssasraestanrioasrssasscssssorssssassssssssssssssssssssssssnsssnssssarsarsanse
c. Laporan Kejadian Nomor ....... BENEEAL s s e
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal ......coviiieiiannnn

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan
penyidikan, telah disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung

dengan tindak pidana di bidang ........c.coooviiiiiiiiiiiiii e sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daerah ........ccociiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiisincnsiainnees
Nomor ....... Tahun ........ TETITEIUE wvciion s i somsims sioi o oo e ot sias oae wacksicess o harerin obin's yvang terjadi
' pada tanggal ........... atas nama tersangka ..........c.cvieviiiiinan.
berupa :----------
=
T, momimimiimie i e ot e A AR SRR R R A S A B e by S A A R B R T R
O e e e S e b R R S e T B e s S R T I e SR R e
Bl viiimmisimstsi i o el e S 8 R 55 L R 1m0 R G R 0 e o VR o e i i i
B anreae e e e S A e S AL 8 W A PR R (daftar BB terlam pir)

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :
Nama D e R e T S R S R e S e SR e
Tempat/Tgl.Lahir D 45013 T e 07 R 95 R b msR i
Jenis Kelamin D esssemesesnmenenesy e A A s e s b s S B S S R
Kewarganegaraan D e A S D e e A A R N W Ve M R ST
Agama T W R e LN o, T 1 e (Y
Pekerjaan L L o R T e
Alamat Tinggal RSN ————

4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri

menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi
penyidikannya antara lain :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan
c. Surat Perintah Penyitaan
d. Berita Acara Penyitaan
e. Surat Tanda Penerimaan Barang / Barang Bukti dari penguasa / pemilik
barang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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16. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

SURAT PERINTAH PENYITAAN
[\ [0} 1110 ) ol

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan
tindakan penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada
kaitannya langsung dengan tindak pidana yang terjadi, maka perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.

1.

2.

Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;

Pasal ... Peratizran Daerah ....ccwimimsisssvmisisines Nomor ......
Tahun ..o L L1 ;

. Laporan Kejadian Nomor ........ AngEAl .ivvivvisesiinens ;
. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........... tanggal .....ossescoommsvinse :

DIPERINTAHKAN

. Nama T

Pangkat/Gol/ NIP .................................................................
Jabatan RSP

. Nama L e eaE e AR e W e A A e a ey e

Pangkat/Gol/ NIP .................................................................
Jabatan R S e

. Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

DR USRS 2
| USSR OT— :

G vruterenraer e rae et e et e ha e e eSS e et s re e Re R aE e abe :

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pldana di
bidang .....cocvivviiirii s sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ....... Peratiirarl Daeral . spsmssmsssoms evvamsessumoeninss
Nomor ....... Tahun ........ PEIBIIE sscsmvssisunsummmprsnmussssmmssimeriyens

. Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel

terhadap barang atau benda atau surat atau tulisan lain yang
disita.

. Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama

harus membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita Acara
Penyegelan dan atau Berita Acara Pembungkusan.

Dikeluarkan di  : .....cooovvviiivvininiiiniinnnne,
Pada tanggal ST S
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

-------------------------------------------------------

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP

......................

......................
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17. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini, ................ tanggal .......... bulan ............ tahun 20.... Pukul ...........

SEYE ~====c.iseisisesrrivsrsimasassersarsissarnrasrnnssssssavsres ---- Pangkat / Golongan ..............cc.ooeens

NIP. oo oonnnsassneesisssassimaasmessivess , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dar

kantor tersebut diatas bersama -sama dengan : ------==-=-===ssmemmmmeceeecacoonnnan e

1. Nama O Jo
Pangkat/ Golongan/NIP £ e R S T AR AN W
Jabatan U  —

2. Nama 5 e T R S R P SR SR S S S R e
Pangkat/ Golongan/NIP S NSUS——
Jabatan S A RN R AT SRR SN S N D RS S T SR A

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -------==-==e--mmocmmomomoonaanoan

1. Laporan Kejadian Nomor ................ LADPPAL - o oissisiiesmssrmmmsnrarsinunenness

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ............ 12001032 1 RO R——

3. Surat Penetapan Izin / Izin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .........
............................... Nomor ......... tanggal ..................... {Bila ada Permohonan ljin
terlebih dahulu kpd Ketua PN)

Telah melakukan penyitaan barang berupa : ------=========csmmmmmcm oo

Ui oo w0 B M A L W S 4 Mo A AN IV Y

D s e R R SRR YR8 AR TR A S A B A AR R M R A A A S R

D e A R TR SR R R R Y A s R A SV S TRy

G, evrneraen e s e e e e KA A A0 S A SRS A A WAL 8 A AR L e e A RS A A

Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : --------==-=-=smemmmmmmmauan
Nama D S S R PR SR I S P S SRR e
Tempat/Tgl. Lah]r ..........................................................................

Jenis kelamin Ty U ——
Kewarganegaraanm | ......ccccceecvvviiiiiiiiiiin i saa e
11 - (T T LT s
BEROERIEY ] oo s e s e e e
ABMMAT = ] s e e v e Ve s s

Dengan disaksiKan oleh : ------=on oo e o e

1. Nama D e T R S T R S O e e e R R e e
Alamat D T R L SRR R b SRR R
Jabatan AT SRS A RS TR S RS SR S R S SRR RS O R R s R

2. Nama s R SR R R S B AR R A YR IR AR A
Alamat S A SRR e A A A SRR A R S S e
Jabatan S P L B O SR SRS SRS (VSRR 4

Dalam rangka penyltaan perkara tindak pidana di bidang ...................... sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerall ... ..c.oscmsnivevesmics souvesiiins Nomor .......

Tabiiii swsssuwsameveien 7 T e

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :-----------emmmmmm oo m oo

----- Barang bukti ......................... (diserahkan/diambil dari pemilik/yang menguasai

barang/ditemukandari tersangka/saksi pada saat tertangkap tangan/setelah
dilakukan penggeledahan)
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----- Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas,
(pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum

dibawah ini di .........cocornnene pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun ..........-----
Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Pemilik/yang Menguasai Barang Yang Melakukan Penyitaan
NIP. coovorcimnirncimnnnene s
Saksi Saksi
O 7 T



<3
18. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
SURAT TANDA PENERIMAAN
NOOL § csvervsmmmmmsnsensemmmrmnwavmevapessnes
————— Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama .............c.ccccevvvveienenrnnnn.... Pangkat/
Golongan ... sssesnsvs | 11 SO —— dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai
Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang
atau surat atau tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : -------=--=-=-==-====-m-mu--
NAIEL = 5 sevessesenvess snemeressssnsssiniesssvinesasevenys evsvess e ey sy e b L/P
Tempat/Tgl la_th ......................................................................................
Pekerjaan B AR R RS S R SRR A ST S F A SRR R SN A e R e G
Alamat G R A 8 B SR S E S T A M A ST B R A
Dengan disaksikan oleh --------------------------------------------------------------------------
1. Nama TS SR YA R S R S I S VMR T A RS R e L/P
Pekerjaan e P R RS A A KT SRS SR N AR B
Tempat tiNGEAL  © .covvvvrrrrriennnininirisienreesmmesionssrsiinasisssesissrssierssseastrsssaanes
2. Nama A R AR DA S L/P
Pekerjaan U P e S S oot e T
Tempat NGEAL  : ioiversireanssissssnsisnmrssvamsssrersremsrvsssisssarssasrsismsersaminrsns rovs
Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara
{77 g 081~ - SR — yang diduga telah melakukan tindak pidana
Al DIAERAL ... vovssssssmamimmssnnsnins ivvs diaiaemmmms sV S S s RR sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ........ Peraturan Daerall ........c.ccovoeeiiiiiiiiieiiiiinsinninrae, Nomor ........
Tahun ......... PEEALRENR 5cwus vinans sissasosssss v couon Sanusmionainn Sounsnts A suss s ans R h o oo s S Ty

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalah

sebagai berikut : ---------=m=mmmm oo oo e e oo oo
(daftar benda dapat dibuat lampiran kalau kolom kolom tidak cukup)

....................................................................................................................
....................................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

....................................................................................................................
....................................................................................................................

-----------------------------------------------------

Pemilik / yang menguasai Yang Menenma

---------------------------------------------------

------------------------------------------

---------------------------------------------------
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19. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH

--------------------------------------------------------------

Nomor T L Kepada
Klagifikasi 1 cussssennoan Yth. Kepala Kepolisian Resort ................
Lampiran @ .....ocooiiiiinins 5 T
Perihal : Permintaan bantuan

Penyitaan
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP.

b. Pasal ..c..veienn Peraturan Daerah ..........ocovveviviiiiinniinicinineans Nomor .........
Tahun ......... TEIUBAREE i1.00.0.600 65,55 0705 T SRR 5 VR oA SO A5 S FETU RO TR e SHH TSRO RS PR T WS

c. Laporan Kejadian Nomor ......... 1ANEEAL s vusirensivripsussperes
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ...... tanggal ..............coeneee

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
dari hasil penyidikan tindak pidana ..o, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah .............cccooiiiiiinn, Nomor ......
Tahun ........ TEIEAMIP i isvovrvsmmmsvmmimsssaves s sramm s aniss sns Koresaiyssnveness essysssssmssnssos yang
teggadidi o..oovvveiiiiiiiin, pada tanggal ........ 01517 ) o [EURRRRERES tahun........ , dengan
Ersangla. q.oewiwwssimis , memerlukan penyitaan terhadap barang/benda/surat/
dokumen/tulisan dar1 sesorang yang menguasai atas nama :
NEDEE = 0§ sermesmessssssre inie s i e A SR RS S S e eSS e eI v
Temat/Tgl lahir TR R———
Jenis Kelamin SR g
Kewarganegaraifill @ ...i.ceoeesissasessssssonsatorssarannssassnsssasessansoniossaosssrnsasarsossssnnss
Agama I s Ve o R SR G ey P S S SR NN
Pekerjaan - T T L e
Alamat R S

3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort .......
..................... guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/tulisan
tersebut berupa :
2 P R T R TR LA L L R L T
BB oo wnon s s A A SR ARSI SRR AR A E s BT ST A AR SRR R SRS
T R R R L R R R R T T PR P R P T PR T R

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannya
yang meliputi :
a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan

Oy s wsinssns R SR N P SR SN e N e TS A ST SR S S ST T SNT AT P S S b S e
5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
BUIPE ics sy sisomom NIP. .ooiiiiiiiiieiiiarevanrneeanennes
Tembusan
L civiwersassavivaaen
2 A .
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20. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN
BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

I\ [0) 11 (o) oul

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada
kaitannya dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena
ukuran, situasi maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa
sehingga tidak dapat dipindahkan / dibawa kekantor atau
dibungkus, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar . 1. Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130
ayat (2) KUHAP.
2. Pasal ....... Peraturan Daerah ........ccocovviinininniiiininnns Nomor ......
Tahun........... DRI v s o o s o5 S S50 59 SIS SN R
3. Laporan Kejadian Nomor .......... tADEEAL iy vicnis s s
4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ......... tanggal ........oocovviiniininin
5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ....................
Nomor ........... Tanggal ...oussensm
5 PSR

Kepada : 1. Nama § ememsmmmvsmmsssrsansassnmnssnseskn MG IR O
PAngKat/NIP | .siuecvemsminieisssiiorioresisssstariassossmivesssssssssusissvs
Jabatan S S ——
2. Nama I esmesmemssmms e mm e s s AR SRS
PangRat/NIP | civesissnssusssmomsisssineiesiomasisonssis it ssvs s ysessiesssasss
Jabatan RSSO
Untuk : 1. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadap
barang bukti yang telah disita berupa :
Bl o500 S Y R SR R A R AR £8P RIS SRR SRR AR TS R AR
Bl ovrsmsmsnmmnomsnmnsmatns sns senssh s bainif A1 iH GRS AR RS S IV IS S RRRS AR
yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana
.................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......
Peraturan Daerah ..........ocovviniviniiniinnnnnnn Nomor ..... Tahun .......
yang terjadi pada hari .......... tanppal osssusises [« 1 ([P
2. Menyimpan benda sitaan sebaik-baiknya dengan penuh

Selesai.

tanggung jawab

. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan

wajib membuat Berita Acaranya.

Dikeluarkan di: .......cocoovivivniinen.
Pada tanggal : .........cccoiiiiinn.
Yang Menerima Perintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
L MR ovnsomemnsuamas svny e s vy B
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21. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN
BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, .............. tanggal ........... bulan ........ tahun 20 ..... Pukul ............
BAVA ! covsvenus onrsvsisssrssa s Pangkat/Golongan/NIP. .......ccccevviiviniiiiiiiieninnnien, ,
Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-
SAMA AENEATL | ~- === == oo e e e e
1. Nama D e T S R Y T S S A N S TR S S S
Pangleat FEOIONBREIIIIITY | oy rnmims sonmonss sommon s st s s ers i B s s
Jabatan T R S S S R S S PR Y S
2. Nama Bl om0 AR A S A SO SN SR
Pangkat/ GOIONBATIIINIP & cusessusonatnsivasuiae o iinms s ssseesuony o 5o aosoaivay sbunaossoans
Jabatan T e e om0 A KRR € M R A BB
Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :
1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ................... tanggal ........oovviiiinininnnns
2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ............cccccvvvee tangal . v vivsivssrvespssis e
3. Laporan Kejadian NOIMOT .....ccovvvvvuvenrennrnnnne. tanggal .......ocoeviiininni e
4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ........
Engeal oo o
Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : ----------
By noime vommmeme s i im0 A SRR A S R W AT S SR 0 N VT P AP PR
Tl i 5 B NS A A M W A O RN P A
S T T —
Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana ..................ooooinn,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ..........c.cocovvviivnirnniennnnnnns
Nomor .... Tahun ...... ) 1 - T T T yang
terjadi pada tanggal ................... B 1o s w0 S e s i i
Dengan disaksikan oleh : -<-«-ewmeccnsmmmmmmmmr e e e me e s se s cm e s s s e s e m e
1. Nama RO TR —
PEKEIJAATL  © cvovcrncusisoenvusssinsasnsonsnconsssonsnanesssassersanossnssbonsasssnsiasssssnissessss
Alamat S —
2. Nama v s A RIS S SRS G v B S S R e N
Y 1 2 - o S P T
Alamat e R SRR SRR A e S R S SR e

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan cara
sebagal Derikiat ; —w-c-sceomm st e c e e s e S e mmmmm e n e

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------ Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini
dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di .........cccooeeiiiiiiinn pada tanggal ...... bulan ............ tahun 20 ......
Pemilik barang/Tersangka/ Yang melakukan Penyegelan/
Yang menguasai Pembungkusan
""""""""" NIP. voovevvsreeerereessrenseenenens
Saksi-saksi
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22. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

e e e e e R | S S e )

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

J L0711 10 ) PP

Pertimbangan : bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah
tidak memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib
dikembalikan, maka perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar . 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;

2. Pasal ..... Peraturan Daerah ...oxamssamsmessvmsvansnss Nomor .........
Tahun ......... tentang ......coovevvviiniinen o,

3. Laporan Kejadian Nomor ............... tanggal . vormmiesemenraies

4. Surat Perintah Penyitaan Nomor ........... tanggal .......ccooveviviniennn

5. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ......................
NOBAOT ::exvommss 12574 1 OR———————————,

B sives wsnmans s sanes wvmts pnn R R SR Y SR YRR PR TR SRR RS SRR PSSR A

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama L TR S B AR TSR R ISR ARV 40
Pangkat/GOlNIE § s issimssimasmisavis i
Jabatan L e R SRR A SRS
2. Nama P o T SRR A RS SR R
Pangkat/Gol/NIP @ .....ccoccoiiniiminiiniininin i
Jabatan L noenasmns s ssns s sA s R A e S Y S sy
Untuk : 1. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidik
pada tanggal ..........ccoovirinnns yang tidak diperlukan lagi dalam
penyidikan atau penyidikan dihentikan dengan alasan ................

--------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita
Acaranya.
Selesai
Dikeluarkan di : ..........cccvvvvvvnnnnnn.
Padatanggal @ ...
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

-----------------------

-----------------

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

------------------------------------------------------
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23. FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI
————— Pada har ini, ... EDEEAL vveivsies DUIBIL ieveviissasns tAlaN 200,00, Palul wovines
T Pangkat/Golongan/NIP ...........cccccocvviiiiiinnninnnnnn.
NIP. anivasninomm , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut
diatas bersamea-same deNGRTY i s srranresnnseiaisksmms eam s sk s pa o e s s

1. Nama e —
Jabatan T A A A N A A R S RN OE 0
FanghalGOIOABRIIINIE 1§ wocuwnsimsmmmoonmn uecnmwmsusummons oo s soe s s o oass sxssimsoammsms

2. Nama B om0 PR N S AR 3 R TS AP BT B
Jabatan 3 nnnn e nniinomabe SAT S HORH S O AR SRRV SR SR T AR SRS R
Pangkat/Golongan/NIP : .........ccccccceiviiriniiiimiiiii s sesns e

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -------======smmmmmeemmm e e e

1. Putusan Pengadilan Nomor ..................... 111147 | SAp———

2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ......... tanggal v

3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ......... tanggal v vesmsnis

s e TR A A AN S R AP SR S R G SR SRR SRS S

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat
Perintah Penyitaan Nomor ............. IR | — yaitu berupa : -------------------
= TSP U RPN

3 PP PRPROTPIPTPN

Kepada © =------mm e s e e e e e e e e e

Nama SRR T ST A S SRS R SRR SV S SRR SR BTSN R S e R

TempatI TELIABI  § soimvmammonansaronitee o SRR RS B R A SRR

KeWaTBANCEATARIY 1 juesens i oo (es s ivenan s yassiiny v 5 ss iesass e on sy ans esesmaiogoaniss

Agama L A RS SR AR SRR ST S SR S e SRR

Pekerjaan - ——

AIERTIE = | ceapmseampyesssmom g vy S S S E

Dengan disaksikan oleh ------------------------------------------------------------------------

1. Nama B w0 BRI R WG SR R R AR
Alamat 2 e e O e S SR AR e e R P
Jabatan B o A 5B R SR 013G G kTS ORISR

2. Nama T LT T T e
Alamat b S R R R S R A SR AR S SR SRR
Jabatan S R R S R VA S S AR SRR R PR e SRR R RS

Uraian singkat _]alan_nya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagai
DR &~ oo e e e e e e e

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----Demikianlah Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
.................... pada tanggal ...... bulan .................. tahun 20 ............-===-----

Yang menerima Yang mengembalikan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil

..................................................................................
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24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
1[0 1100 R

Pertimbangan : Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan
barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada
tersangka tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal
dipersangkakan, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak
pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu
mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ......... Peraturan Daerall ........cocoivevsvmmeivsenvenvoses Nomor .......
Tahun......... 53682 17 LR S
3. Laporan Kejadian Nomor ............ BRI ~veommommmmeas menmesemamensms
4, Hasil Gelar Perkara tanggal ......c.civsvereivesssisossissssvaiossssssivassmnes
DIPERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama 00 e A NN NS
Pangkat/NIP @ ...ciioiiiiiiii s s
Jabatan YU SRS SO 0
2. Nama B R A SR NS S R R RIS PR AR VR S T S e
PangRatfNIP 1 o simmsmsy e oaes s s s s os e i ys v o v s
Jabatan O ——
Untuk : 1. Menghentikan penyldlkan tindak pidana atas nama tersangka :
Nama T ey
Tempat/Tanggal IaBIT ¥ sasassnamsoimssuiomvsossssansreyenysmssyisse e
Jenis kelamin O
Kewarganegaraan D R S AR SRS SRR AR RSN A KAR AR SRR
Pekerjaan B SR A S A RS N S SR RS R
AIIMALE =~ =000 5 senesiss v v s e e s s e e
Dalam perkara tindak pldana di bidang .................. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daerah ..........ocooevinennnnienns
Nomor ..... Tahun ...... TETANE cisvriisromivraassmmesanimnss SRR e awaH
Terhitung mulai tanggal ............ KAYETIA ivosssavsvossiss (tidak cukup

bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan
kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala

Kepolisian Resort ............coovevvninee serta pihak-pihak yang terkait.
3. Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada
yang berhak.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
Selesai
Dikeluarkan di @ .....ooceevviviveninninens
Pada tanggal E VRS S
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
L L T, 1 1 2SO
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25. FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Mengingat

Memperhatikan :

Untuk

Selesai

SURAT KETETAPAN
[\ (671100 ) ol

Tentang
PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi,
ahli dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga
sebagai tindak pidana dibidang ..., yang
dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan
Surat Ketetapan ini.

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)

dan ayat (3) KUHAP.

2. Pasal ...... Peraturan Daerah) .......wresvrvsiovenvespaay Nomor ......
Tahun ........ DEBEIG o cnonscims ecn s e oot st i Ao T A A SIS

B o AR RS B A S S R AR A S A R SO STV

1. Resume hasil penyidikan tanggal .....................

2. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ............coccovveivinninnnnnnn

3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ..... Tanggal ......

1. Menghentikan penyldlkan perkara atas nama tersangka :
Nama I M= -
Tempat/Tanggal Jahir ; .issswsmvsrimnsirsirsenim o vissysmssusssevive
Jenis kelamin ] b R T R B A S R S
Kewarganegaraan R DS O P o
Pekerjaan | e O R R R PSS R B RS
AIBINAE =~ == 3 cssessvesismmeeressyasyses e yesps s s
Dalam perkara tindak plda_na di bidang ................ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ...............cc.ce.e.
Nomor ........ TADO. soxvsie VEIMUATRE, wisusnisvunsns s iavsmssgio vy
karena ............ (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur
pasal yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum).*

2. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala

Kepolisian ReSOTt .........coocevvviieniennes serta pihak-pihak yang
terkait.

3.Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan
kepadayang berhak.

4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan di : .......ccooevviviniininnnninnnn,
Pada tanggal : .................cccoceeeieenn
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

------------------------------------------------------
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26. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
e ————————————————————
PRO JUSTITIA
Nomor TTOT—— Kepada :
Klasifikasi @ ......cooecninneenn, Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort ............
Lampiran ..o 2. Kepala Kejaksaan Negeri ............
Perihal : Pemberitahuan penghentian I,
Penyidikan
1. Dasar
a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP,
b. Pasal ... Peraturan Dagraly ..vosnmmsssmmsesrosmsomonys Nomor ..... tahun .......
NN .. c0smusmmsvmmsvmrmmrassmrmerr s s e
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor .............. tangeal vosisamsans :
d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ............ 71T oL | (R —————
2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung
mulai tanggal ................. penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ..........ccocovviriiinnn.
Nomor ........ Tahun......... ENVRRE coisssivnsarssammvmmanmEaRTE telah dihentikan
penyidikannya oleh karena ..............c.cc.coe.n. (tidak cukup bukti atau peristiwa

tersebut bukan tindak pidana atau dihentikan demi hukum atau tidak
memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian
penyidikan :
a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
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27. FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

NOIRE 3 somemmensrcprene Kepada

1511 U ——— Yth. Ketua Pengadilan Negeri .................

lampital. & asemeowiosmm Melalui

Perihal  : Pengiriman berkas perkara Kepala kepolisian Resort ................

An. Tersangka ........ccooveven. di_

1. Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor ............ tanggal ......... atas nama
tersangka :
Nama P ——
Tempat/Tanggal LAt & i.oummvasimmsinimisnonsimsmmsissvimssmsw s
Jenis Kelamin S —
Kewarganegaraan R S S YT Y SRR S TP PR TSP R
Pekerjaan % svannorsm s AR R A R SEHRNA RSN
11571 17 S PO —
Dalam perkara tindak pldana e PR —— sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......... Peraturan Daerah ............ccoccvineiiinenne, Nomor .......
Tahun ...ou 7711121 o O —— O

2. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di ...........

3. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
NIP. o NIP. o

Tembusan, disampaikan kepada Yth

L ccmererseummisisiaisavinessi

20
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28. FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH
——————————————————————————————————
PRO JUSTITIA

TANDA - TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
----- Pada hari ini, ............... tanggal .......... bulan .......... tahun 20.... Pukul ..............
telah dilakukan serat terima : --------=-===========mmmm oo oo oo
————— Berkas perkara Nomor ............tanggal ............. dengan Surat Pengiriman Berkas
Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ............ EAAEEAL v ssnvcasmomines
dalam ...... [s1000-) TADEKAP afoS NAIRA PEPSAIEKA, { ~omssmmmm s e e
Nama O
Tempat/Tgl1ahir : ......cocoiviiiiiniiiimiier e
Jenis Kelamin R A R RS SRRV O R R S VIR 8 SR O O Y
Agama SN PR Y S SEEEN ERESAYE 9SSR SRR RS S AR SRS SRS
Kewarganegaraan : ...........ccccecveneeninns i SR A R R R B SRR S NGRS VOB SN
Pekerjaan L e S AP SR Y SR RS P RS A G R R e e
Alamat § e e e b o A A T T S
————— Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang ...............c.cccceveeiiiinniennennn.. S€bagaimana
dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah. wiiswisssvsississssemsvssisomsss Nomor ........
Tahun ........ BETBATIR «nmviismesmasnssmnmadss s as s sn v uavTsR s SRR SHE SV AT AR g i S S
----- Serah terima dilakukan di Kantor .........ccccccerrnnviinnieinneinnnnnen... pada hari dan
tanggal tersebut di atas,-----=--=-====s=m=mmmmemm e oo
Yang menyerahkan Yang menerima
Nama 1) G PR
Pangkat S —
Jabatan T —
............................... Tanda TADEAD § wovvssrosemensmersmrmss
111 R ———
Disaksikan
1. Nama ¥ evnnmanns sawampsnwensns ek ki s
Pangkat 8 G AR RS
Jabatan P ——
Tanda Tangan : cuusivevismssssesinns
2. Nama S O——
Pangkat O s
Jabatan b R R S R
Tanda Tangal | cwevnosomnameeromersos
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29. FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA
Klasifikasi @ ........cc.cooeeeennn. Kepada

An Tersangka .................. s

—t

Dasar :
a. Laporan Kejadian Nomor ............ tangpal wsssmmaeesea
b. Hasil Gelar Perkara tanggal ............... POATRATIRE . . cissseisamninionsossivirsstesaivmysomsamhis

8o

Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan
fakta bahwa Tersangka atas NAMA ........coovveerevnnirnnnieennnnnenn telah melakukan
tindak pidana di bIanNE .....cvmssemvsierrmmemmvmmnranion sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ........... ( Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan PPNS atau

Menyangkut wewenang beberapa PPNS ).

@

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses
penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab ..... — ) orang tersangka atas
nama :

Nama e —
Tempat/Tgl LANIT : ...ooovviiieinimimnininimminisinnsisimsssmnmsesansssmeer e
Jenis Kelamin L R A 5V B S M SR N
KeWarganegaraan : .........ieoewerinuimmmurmimmmenmermieimionsiommiimiiis
Agama ) e R s A TR A s ARE A G S H R AT
Pekerjaan G AR SN BRSSPSR Y S HEF S £ £ PR AR T oy
Alamat £, oo s a s sam e iy SR R A AT S AR SRS TS

g

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi
Penyidikannya :

Demlklan untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

&

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

------------------------------------------------------
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30. FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN
‘‘‘‘‘ Pada hari ini, ............. tanggal ....... bulan ........... tahun 20.... Pukul ...............
BRVA & ccwmemaminusmeon sxnsevammo sy Pangkat/Golongan/NIP ..........c.ccccceiviiiiiiiinininnnnn,

Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut dlatas
berdasarkar ; ~-----========ssmeeccmeeeemmesmee e mmee e mmmm e oo o oomoeme oo e

1. SUTAL i covvvissmmsnisimnives Nomor ........ tanggal ......... perihal Pelimpahan/ Penyerahan
proses Penyidikan atas nama Tersangka ............cocoivnininviniinnnnenn.
2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal ................ tentang penanganan Penyidikan dalam
perkara tindak pidana ..........coevvvievreneiennen. atas nama tersangka .............coovciiviennnnn,
Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan
selanjutnya terhadap Tersangka ...............cooiiiinnnnn. dalam perkara tindak pidana
Al DHADE ...xvenorcnrmmmmmmsmesenreismisive samaaiasassines sebagaimana diatur dalam Pasal .........
L o Lo £ B
Nama b A R R e G R B S N R A S VA I A B RS
|55 V0T o A A L) ol RSO —
Jabatan 2] oncaswnnn e Y S AR AR AN A A s R AT RN
Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : -----------

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor .....................e. Jalan ..o,
dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan
peny'ldﬂ(an sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksi

MNASING-IASING & === === == === = m oo oo oo e e e oo oo oo
1. Nama B A KA SR O G T e A S A S R T
Pangkat / JAbatam : ........cccimissrmirimioniisiiiiiamiiore s s sess
Alamat S R AT SRR RS B8 S e v AR SRS
2. Nama £ sumwiens vrresnmmams sanmamen some s anasnssbd oo RS TR ARV NG
Pangkat / JADATAIL  © ......oiiviiieiiiieniieeniiinan e
Alamat o O A A SRR TN O N S S A SRR RN
----- Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ...............coeeunnien.
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 ............-=====-=-=s-mmmmmmmommmmm oo me oo
Yang menerima Yang menyerahkan
Penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP/NRP........sisssivissswsasinins 1. 1 | o ———————
Saksi-saksi
[ ——— .. R SN G e
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31. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI
KOP DAERAH

e e ————— e e —

PRO JUSTITIA
DAFTAR BARANG BUKTI
[\ (61107 ull 572 3d 34 24 5 TS PP

No. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN

1,

2.

3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.........................................................................................................




-48-
32. FORMAT BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

----- Pada hari ini, ................. tanggal ......... bulan .......... tahun 20..... Pukul ............

0 R P e T ---- Pangkat/Golongan ........................

NIP oo, , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor

tersebut diatas berdasarkan :---------- === s oo s

1. Laporan Kejadian Nomor .......... Tangeal ..o smmisnimsinsinss

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. Tanggal ............c.ou.o.

Telah melakukan pemenksaan terhadap seseorang yang beridentitas :-------------------
Nama S —
TempalFTELLAIIT 1 cuvummssunrvmssssmumsansns o onsss s i e e s 0 S s e oo es
Jenis Kelamin T R N A S A F A T R RS A
Kewarganegaraam : ........ovecoviieiiiiiiniiniiuin i i e an
Agama SRR
Pekerjaan R R R S B R S RS R S S RS R S AP RSP R
RIBHAL == ccosmsmmemmsomsmmmmmmmsee s sesavsdsadisrie s i i ia i i e e

diperiksa sebagai texsangka dalam perkara dugaan tindak pidana ................ccccovvennnn.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal...... Peraturan Daerahl ..o muenensrrsmsssossapvans

Nomor .... Tahun ...... TEDRBNE. o:.cvviivinsivonvonesisiine i i dmssammes S5 s R bR o553

Yang terjadi pada hari ...... tanggal ....... Bulan ........ Tahun ...... (o | O

----- Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk

menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan
alasan berikut t-------mmm e m e e oo

L cvvaenimmenmen srve s s san s mean i S0 e H R SRR GRS R PR A
e ssvessaesioniaenEeEreTTa BRSNS VO e YA A e S w S b e K4 SR A AY TGO OO SN DR ETRRS
D o R S SIS N P RN A A A N AR RN AT S TSI
----- Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatanganidi ..................
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20.............. ======---mo-ommmmomos oo oo
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
| 5 S

Saksi-Saksi
1. Nama P ————

Pekerjaan AR AR R TR

Alamat Y emmms s smenmn AR AR

Tanda tangan .....................................
2. Nama SRR OSSR SR SR

PERCTAJOAYL. | i isssimmmssmomsnnasvisairemvesannis

Alamat  anenosounaemmunnsaner i is G SEREATE

Tanda tangaTL § weusesssasspuersversonsasssvernaoves
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33. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak
pidana pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri

........................... yang tidak hadir pada hari dan tanggal
pemeriksaan pertama, maka tersangka tersebut perlu dipanggil
kembali.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205

ayat (2) KUHAP;
2. Pasal ..... Peraturan Daerall . wusviossssssesssssssssonsen Nomor .....
Tahun...... 7511112111 AR TR P R R e
3. Laporan Kejadian Nomor ........ ERPEAL ... vouvssiuenerninns
4. BAPPPD Nomor .......ccccuvuen tanggal ..........cco0uninn
MEMANGGIL
Nama D R YN A SR YR
Tanggal D oo i Rl TR R SRR B
Jenis Kelamin P
Kewarganegaranamn & .esussvoissssssensesssanis i omes
Agama W o
Pekerjaan R TSR A S
Alamat Tinggal R Ao E——

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri ......cccocvrsircrmvanieciacans , Pada hari ..........
tanggal ............ bulan i tahumy coocesses PUlul «oissomssss untuk
didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak
PIADA. wsseveusmmsmsmnmpmseararesans berdasarkan BAPPPD Nomor ............
tanggal .............. yang belum/tidak saudara/saudari hadir.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
T ) T
Tembusan :
1. Pengadilan Negeri .............
/DR RS—
3. Arsip
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34. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN
INODROE §5snssnuserssnmumumppsnyonersssrsrms verm s g
————— Pada hari inj, ............. tanggal ............. bulan ..............tahun 20.... Pukul ...........
BAVA S == v s w3556 05 B AT HESH ISR NPT Pangkat/Golongan ...........ccceeeiinnnennninn.
NIP......oovvirinnniinreiininens , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor

tersebut diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki /
peremipuan dengan dentitas 5 ~-sesssmrscsmmarimmsaimmsrs iRl

Nama b Y D L N RSO T S S EATES TS ERT ST 588 TR e N
Tempat/TELLAYIE 3 sissorsasasssrsumsunvensoniorsonsnssnstuisosnvmssyssrs vaams s s vapmss s smusess ey
Kewarganegaraam : ........eevervriemiisieniniiiniiiiiieriiesioneiinmmmiinmiasiesissieiensesries
Agama R Y 0 P AR LR LA AR A8 A ma s S R NRA
Pekerjaan E AT R R R TR RS A IR S D B S
Alamat T wumnm s o B AT SR SR A RS ST RTINS PR R RRTAA V2
yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : -------------------------
sebagaimana dimaksud pada Pasal ...... Perathurant Daerall. ..ovisumammisaas i
Nomor ..... Tahun ........ T 1] 11 T U RO
yang telah terjadi pada hari ............ tanggal ..... bulan ........ tahun ....... Pukl .....oene ,
3 | yang diduga dilakukan oleh ..........cccvvviniiinniniininnnin, ===m=m=-

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan
seperlunya.

Pelapor Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

------------------------------------------------------------------------------------
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35. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

NOOT BAPPRL) & i swweimn i s i e s et s

No.

MACAM SURAT

BANYAK LEMBAR KETERANGAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

.........................................................

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

................................................
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36. FORMAT DAFTAR SAKSI

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
DAFTAR SAKSI
Nomor BAPPPD : ..ot eeveenee
No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1.
2,
3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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37. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
DAFTAR TERSANGKA
Nomor BAPPPD & .ooiiiiiiiiincieiiiieanneensneerie e

No. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA KET
1

2.

3.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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38. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH
Nama cesvsmmmipnaseens
Klasilikast ; icoeumsismmssimnenrs
Lampiran :......ccocoeeennn
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Back UP Penyelidikan Yth. Kepala Kepolisian .......................
di_

UD. veviiiiiiiiiiininns
1. Dasar

a. Laporan kejadian Nomor ......... Tonggal csinvsnsmmens

b. Surat Perintah Tugas Nomor ............ Tanggal .....oemaissesiens

c. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............... Tanggal ............ccon.....

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan
Polisi Pamong Praja .........ccoivcuiiiiiunsimesnmaiisnnninens akan melakukan penyelidikan
terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama T —"
Tempat/Tgllabil' | ..ooiemninmsionievans s sonsvsin s ysmusssss ssimamd saes d wissssvenss s
Jenis Kelamin P s s s e s sessmsmssnsn sannnlniin e i SOTITITTRS
Kewarnageraan VS SO —
Agama e ——
Pekerjaan § nmmammems s s i SR SRR AR SRRV SR SRR
BIATIAE = =0 secceserme momsessemmsasonen s snomensun bann s dndi (ECRTON G FRONTEROATR

yang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau
mengetahui tindak pidana di bidang ...

sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah .........ccocosisiassnianns
Nomor ...... Tahun ..... TETHEATHY «ox covannnanavnnosmneremes snsnanmnnnsnss sssenmasnns s S89FHHEH RS SETARFIRTIES
3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon Kkepada Ka untuk dapat
memberikan bantuan penyelidikan dalam pengungkapan Kasus yang ditangani.
4, Demikian untuk menjadi maklum
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
T NIP. c.ovvooovoveresssserreesererresen
Tembusan
| RN ——
o
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39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH
Nama i cosvsveinesneasnssisosinsans
Klasifikasi. | ...
Lampiran : ......ccooovviniininnn
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Identifikasi Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal
di

------------------------------------

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ........ccecevvvviiinnnn,
sebagaimana diatur dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ............c.covvvevninnninnnninns
Nomor ..... Tahun ....... BOTUEBTAR 5civainivssmsoiainsos s v 0 o S AR AR S M S SR PRSBSOS
atas nama erSangka  .vmmmrmiainasiiiaees dengan barang bukti sebagai
berikut :

a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan

B v sommconamoonomansmmnnnn i R A A A A AR AR SR ISR B RS N R AR A
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas
SCSCOTANE QAN .v.vrremsusmivswsswmsansy (uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

0o

Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :
a. Bukti pembanding antara lain :

D] e AR GRS 3 S A SRS AR AR (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan
Barang Bukt;;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

o

Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan
megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM

KOP DAERAH
Name s
Klasifikasi : ......cccocovvnivniininiins
Lampiran ...
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Laboratorium  Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
di

llllllllllllllllllllllllllllllllllll

Up. Kapus. Labfor
1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang ...........c..oeuvininninin
sebagaimana diatur dalam Pasal ....... Peratiran Dagrah .vesusvsesemsesssasssmnonssssns
Nomor ....... Tahun ........ PETERUND . vomsossssmmonmonmiosssumsamus s o ST TGS F IR SRSV SE TR
atas nama tersangka ..........ccoveereivniniinnninnn, dengan barang bukti sebagai
berikut :
a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
B, e scsemmmosm oo 5 AR A5 A R A NS N BN A TR F ISR ES
yang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas
seseorang atau ...........vvevien (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

T cormemomcrsmnsnuommem 654 A RN S G S B BB R A E ALY

D). cnamsmmanssrennmsnmaisnt S dFR TR GAARTR RS (dapat dibuat lampiran)
b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

1) Laporan Kejadian

2) Laporan Kemajuan Penyidikan
3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan
Barang Bukt;
4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka
¢. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih dan
megharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH
Nama  § cesmunasneancia
Kiagifilasi. § vonmssmvimssisssammen
Lampian i seweoscssmmeasimsimi
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Penangkapan Yth. Kepala Kepolisian Resort ................
di_
L T
1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal ........ Peraturan Daerah ............cocoovviiiiniinniinnn, Nomor ...... Tahun ........
PEMMEEIOE. o.vvn.iwn i sumuni v v e SosnFaRGasH s s aaios s s 08 Vv A TN PRD A A S o DA 0 SRR

c. Laporan Kejadian Nomor ........... Tangpal vouvsvivsssassysanenss

[ 8]

Sehubungan dengan dasar dan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan
kepada Ka bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum
berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama :

Nama U S O SV —
TemPatI G TRMIT § . comrcrnmmmrrmmsssrmmss s s ied SRR RS A AR T3
Jenis Kelamin R RS W R M S R A R P RN R
KOWATOANGERIRATL]  svrrrmvsrrmeibtaiosssisnsi s masm s i s S sy SR N st
Agama LTSRS ——"
Pekerjaan N A S A B R K N R D SN
BIMIRATE  § sucsosesmmmmvnemnin s i enios e e o o i A SRS
Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan
tindak pidana di bidang .........ccocoviiiveniniiini sebagaimana dimaksud
dalam pasal ......... Peraturan Daerall ;casisasssenssisonssssmms Nomor ..... Tahun .......

=

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyidikan
b. Laporan Kejadian

4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------



42. FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA

-58-

FORMAT BUKU REGISTER

1). FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

LAPORAN PELAPOR
NO. KEJADIAN URAIAN PASALYG | TERSANGKA | KETERANGAN
SINGKAT DILANGGAR
NO. | TANGGAL | NAMA | LK/PR | UMUR | ALAMAT | KEJADIAN
LK
1 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4 S 6 7
2). FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)
— PUTUSAR - MELANGGAR
BERKAS PERKARA TUPTiR HAK PASAL MASUK | KET
/ UNDANG- DAFTAR
BARAN UNDANG RESIDI
TGL&NO | TGL&NO G HUKUMAN vis
6L | No. | DIkRMKPD | DikeM | BUKT NO. BADAN | HUKUM | DILEPAS
KESATUA KPD TGL PUTUSA APA, AN DARI SEGALA | KEJAHATA | BEB
KEPOLISIAN | KESATUA N BERAPA | DENDA | TUNTUTAN/B N AS
KEJAKSAA (VONIS| |  LAMA Rp. EBAS
N
Oa | 9b Oc 9d 10 lla 11b lle 11d lle 12a 12b 13 14
3). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
NO. URAIAN SINGKAT NOMOR LAPORAN KEJADIAN DASAR
URUT | TGL TINDAK PIDANA sppP | sppp | IDENTITAS | PENASEHAT PENYIDIKAN KETERANGAN
DAN PASAL PIDANA
YG TSK HUKUM
DIPERSANGKAKAN
1 2 3 4a 4b 4c 4d S 6
4). FORMAT REGISTER PEMAN GGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4
NO. DASAR TGL DAN NAMA, SEBAGAI
uryt | TANGGAL | pANGGILAN/ JAM ALAMAT & SAKSI / EERS || RETERANGAR
PERINTAH | MENGHADAP | PEKERJAAN | TERSANGKA
MEMBAWA ORANG YG
DIPANGGIL
1 2 3 4 5 6 7 8
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5). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)

DASAR

NO. NO & TANGGAL NAMA 8 PENGGELEDAHAN
URUT TANGGAL PETUGAS YG TEMPAT/ NO. SRT' KETERANGAN
SRT PERMINTAAN SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN ALAMAT YG NO. LK PENETAPAN IZIN
1ZIN PENGGELEDAHAN DIGELEDAH PENGGELEDAHAN
PENGGELEDAHAN
1 2 3a 3b 4 5 oa 6b 7
6). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)
DASAR
NO. NO & TANGGAL NAMA & PENYl'?AAN
URUT TANGGAL SRET PERMINTAAN SURAT SURAT PETUGAS YG TEMPAT/ NO. SRT KE
IZIN [ IZIN KHUSUS PERINTA TANDA MELAKSANAKA ALAMAT NO. LK FPENETAPAN [ZIN T
PENYITAAN H PENERIM N PENYITAAN PENYITAAN
PENYITA AAN
AN
1 2 3a 3b 3 2 5 - b 7
7). FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURAT
PERINTAH TUGAS (B-7
o NOMOR & TANGGAL
' SRT SRT NAMA, PANGKAT, & | KEPERLUAN LAMA
URUT | pERINTAH | PERINTAH NRP BERTUGAS | KETERANGAN
PENYIDIKAN |  TUGAS
1 2a 25 3 2 5 5
8). FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)
—— NAMA, TGL.LAHIR] UMUR,
06, | heas NO. & TGL URAIAN SINGKAT PEKERJAAN, ALAMAT
URUT | pepraRA LAPORAN PERISTIWA PPNS
KEJADIAN | DAN PASAL YG DILANGCAR | KORBAN/ | TERSANGKA
SAKSI

5

9). FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA

(B-9)
NO. PENETS‘&MN NO.&TGL | URAIAN Pg%g;iku TGL. NAMA | KET

URUT | PERER BP SINGKAT | TERSANGKA | PPNS e TERANG & T.
S | No.&1oL | PERISTIVA PENYIDIK TANGAN
SRT DAN PASAL Lk DINAS

PENYITAAN YG oL INSTANSI YG

DARI PPNS | DILANGGAR KEACsany | BERWENANG

2 5 6 7 3 9

3
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10). FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)
PENERIMAAN PEITIPAN/PENYIMPANAN PENGIRI MAN
NO. [TJENIS | NO.&TGL | NAMA | NAMA | TG YG DSR G KEPAD YG OLE | KE
URU | 8&JLH | SRTTANDA | TERSANG | PEMIU | L | MENERI | PENITIPAN/ | MENITIPK A MENITIPK | TG | H | T
T | BARAN | PENERIMA KA K MA PENYIMPAN AN SIAPA AN L | siap
a AN AN A
BUKT!
1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3¢ 3d 4a 4b 4c | 4d | 5
11). FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)
DISERAHKAN
MACAM PETUGAS TEMPAT KEMBALI KPD | KET
NO. NO. TGL / JAM | | DISERAHKAN & JLH YG PEMYIMPNAN SIAPA
URUT & TEMPAT KE SIAPA BARANG | MENERIIMA BERASARKAN
TGL DITEMUKAN TEMUAN TGL BERITA
LK BARANG ACARA
PENYERAHAN
KEMBALI
BARANG
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
12). FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)
PERMINTAAN
NO. NO. & TGL IDENTITAS URAIAN SINGKAT
URU SURAT TERSANGKA [ KEJADIAN NO. TGL. SURAT KET
T PERMINTAAN SAKSI
1 2 3 4 Sa Sb 6

13). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN (B-13)

NO. & TGL IDENTITAS
NO. NO. & URAIAN SINGKAT KETERANGAN
uryt | SRTPEMBERITAHUAN | KORBAN TANGGAL KEJADIAN
1 2 3 r 5 7




-61-

43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI
PEMERINTAH .........cccoviniininns
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

.......................................................

Register Barang Bukti No : ...,
LK Nomor B ey Ry s
BAPPPD Nomor § i R e
Jenis Barang Bukti I R T e G e g
Berat dan atau jumlah I e e R R s s
Ciri-ciri/ sifat khas e SR S e R
Tempat&tanggal penyltaan ..........................................
Disita dari U e s 5 S N AR
Tempat,tanggal lahir § omaoninmn mmmA  S  A R
Pekerjaan D e e e e 0 A TR A S
Alamat B i A A B0 BT
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44. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK

o f
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45. Format Putusan

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Pengadilan Negeri ..............c.covvveee

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor ....... Tahun .......ccccouuee tentang PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
bersangkutan:

MENGADILI
1. Menyatakan terdakwa ............cccoovvvvinnrnnn, seperti tersebut diatas telah terbukti

secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan
G20 0101511 1 (R RRTREEHEENEN R RN SRR ——

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ..............cccoovvviiiennnnnn, Nomor ........
Tahun .............. tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan
Daerah.

2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan selama
dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukum
selama ....... hari.
Menetapkan Barang Bukti berupa .........cccoceviviiiiiininnnin
Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas ..............c.cccconnes
Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : .........................
6. Demikian diputuskan pada hariini ............ tanggal ...... bulan .......... tahun .......
)15 5 (FARR—— selaku Hakim, didampingi oleh ..........ccoocoeveviiniiinnnn,
selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Kuasa
Hukum Terdakwa/Wakil Terdakwa.

S B b0

Panitera Pengganti Hakim




